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Abstract
This study aims to analyze the concept of nasikh mansukh and its implications in Islamic law, particularly in the
context of halal certification. Using a descriptive qualitative method, the study identifies differing opinions among scholars
regarding the definition of nasakh. Some scholars define it as the annulment of the application of previous law, the
prevention of the continuation of earlier law, or the expiration of the validity of the initial command. Despite the differing
definitions, the impact remains the same: the annulled law is no longer applicable. In the context of halal certification,
the concept of nasikh mansukh demonstrates the flexibility of Islamic law, allowing for the adjustment of rules to
maintain public benefit, both in terms of fulfilling Sharia principles and addressing modern societal needs. This concept
reflects how Islamic law is gradually prescribed to ensure its relevance, public welfare, and societal tranquility are

consistently preserved.
Keywords: Nasikh Mansukh, Halal Certification, Islamic Law, Public Welfare

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nasikh mansukh serta implikasinya dalam hukum
Islam, khususnya dalam konteks sertifikasi halal. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif,
penelitian ini menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait definisi #asakh.
Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu,
pencegahan kelangsungan hukum sebelumnya, atau berakhirnya masa berlaku perintah awal.
Meskipun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan #asakh, dampaknya tetap sama, yaitu hukum yang
dinasakhkan tidak lagi berlaku. Dalam konteks sertifikasi halal, konsep nasikh mansukh menunjukkan
fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian aturan untuk menjaga kemaslahatan umat,
baik dari segi pemenuhan syariat maupun kebutuhan masyarakat modern. Konsep ini mencerminkan
bagaimana hukum Islam disyariatkan secara bertahap untuk memastikan relevansi, kemaslahatan, dan

ketenteraman masyarakat tetap terpelihara.
Kata Kunci: Nasigh Mansukh, Sertifikasi Halal, Hukum Islam, Kemaslahatan.

PENDAHULUAN
Hukum Islam memiliki karakteristik yang fleksibel dan bertahap, sehingga mampu menjawab
kebutuhan umat dari masa ke masa. Salah satu konsep penting dalam hukum Islam adalah nasikh
mansukh, yaitu penghapusan atau perubahan suatu hukum sebelumnya dengan hukum yang baru.
Konsep ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan memastikan relevansi hukum Islam

dalam berbagai situasi dan kondisi." Allah SWT berfirman QS. Al-Bagarah: 106:
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Terjemahnya:
"Apa saja ayat yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya,
Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya.

! M. Quraish Shihab. Membumikan Al-Qur'an (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 1994), h. 143,
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Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu?".?

Ayat ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menyesuaikan hukum sesuai dengan
kebutuhan umat. Nasikh mansukh juga menjadi bukti bahwa hukum Islam dirancang untuk
memberikan kemaslahatan secara dinamis. Dalam konteks modern, seperti sertifikasi halal, konsep ini
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan syariat tetap relevan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
"Sesunggubnya agama ini mudab, dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan dia akan dikalabkan
olebnya." (HR. Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa fleksibilitas dalam hukum Islam adalah bagian
dari rahmat Allah kepada hamba-Nya.’

Salah satu contoh nasikh mansukh yang relevan adalah perubahan hukum terkait makanan dan
minuman dalam Al-Qur'an. Pada masa awal Islam, beberapa jenis makanan yang sebelumnya
diperbolehkan kemudian diharamkan demi menjaga kesehatan dan kesucian umat. Sebagai contoh,
Allah SWT betfirman: "Dibaramkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang
disembelih bukan atas nama Allah..." (QS. Al-Maidah: 3). Ketentuan ini datang setelah sebelumnya umat
Islam belum memiliki aturan khusus mengenai makanan halal dan haram. Hal ini menunjukkan
bagaimana hukum Islam diturunkan secara bertahap untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam konteks sertifikasi halal, konsep nasikh mansukh dapat diterapkan untuk menjawab
tantangan globalisasi dan industrialisasi. Produk makanan dan minuman saat ini membutuhkan
pengawasan yang ketat untuk memastikan kehalalannya, terutama dengan adanya bahan-bahan baru
yang tidak dikenal pada masa lalu. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk menjaga
kemaslahatan umat, baik dalam aspek keimanan maupun kesehatan. Rasulullah SAW bersabda:
"Sesunggubnya Allah itn baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Muslim). Hadis ini memberikan
dasar penting bahwa umat Islam harus memastikan konsumsi mereka sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh syariat.*

Selain itu, sertifikasi halal juga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum
Islam. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi
telah memenuhi syarat halal sesuai syariat. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-
Bagqarah: 188:
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Terjemahnya:

" Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil dan
janganlah kalian menyuap hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang
lain dengan dosa, padahal kalian mengetahui".’

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan integritas dalam proses produksi dan
distribusi makanan halal.

Dengan demikian, konsep nasikh mansukh bukan hanya relevan dalam aspek teologis, tetapi
juga dalam ranah praktis seperti sertifikasi halal. Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan terjadinya
penyesuaian aturan untuk memastikan kemaslahatan umat tetap terjaga. Sertifikasi halal, yang
berlandaskan nilai-nilai syariat, menjadi bukti bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis

untuk menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama.

2 Kementerian Agama R1, A-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2013), h. 86.
3 Louis Ma“luf, Kamus al-Munjid (Bairut: Darul Masyrik, 2008), h. 805.

4 Rosihon Anwat, Ulum al-Qur" an (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 164-165.

5> Kementerian Agama RIL, ALQur'an Al-Karim dan Terjemabnya (Surabaya: Halim, 2013), h. 246.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis
konsep nasikh mansukh dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks sertifikasi halal. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai perbedaan pendapat di
kalangan ulama terkait definisi #asakh dan implikasinya terhadap penerapan hukum Islam dalam
kehidupan modern. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dari literatur yang relevan, termasuk Al-
Qur'an, hadis, serta karya-karya ilmiah dari para ulama yang membahas konsep nasikh mansukh dan
halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih luas
mengenai penerapan prinsip syariat dalam konteks sertifikasi halal di era globalisasi.’

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Nasikh Mansukh dalam Hukum Islam

Nasikh Mansukh adalah konsep dalam hukum Islam yang menggambarkan perubahan atau
penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru. Secara sederhana, nasikh berarti hukum
atau perintah yang menghapus atau menggantikan, sedangkan mansukh adalah hukum atau
perintah yang dihapuskan. Konsep ini sering kali muncul ketika terdapat perubahan dalam situasi
sosial, budaya, atau kebutuhan umat, yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap hukum
Islam. Dengan adanya nasikh mansukh, hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan
perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip dasar agama.’

Konsep nasikh mansukh menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan tidak statis.
Perubahan atau penghapusan hukum tertentu memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan
umat yang terus berkembang. Ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga
kemaslahatan umat, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun aspek lainnya. Sebagai contoh,
perubahan atau penghapusan hukum dapat terjadi dalam hal ibadah, di mana perintah tertentu
mungkin digantikan dengan aturan baru yang lebih sesuai dengan konteks zaman atau
perkembangan sosial.

Dalam bidang muamalah, yang mencakup interaksi sosial, ekonomi, dan perdagangan, nasikh
mansukh juga berperan dalam menyesuaikan hukum untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan
efektif. Misalnya, perkembangan teknologi dan sistem ekonomi modern yang tidak dikenal pada
masa Nabi Muhammad SAW dapat mempengaruhi keputusan hukum yang dibuat dalam konteks
transaksi dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, hukum Islam memberi ruang bagi perubahan atau
penghapusan aturan yang sudah tidak relevan, dengan tujuan menjaga keberlanjutan dan keadilan
dalam kehidupan umat.”

Dalam konteks sertifikasi halal, konsep nasikh mansukh sangat penting untuk menyesuaikan
hukum halal dengan perkembangan zaman. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan
pengetahuan baru, hal-hal yang sebelumnya tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW,
seperti produk olahan modern, bahan makanan baru, dan proses produksi, dapat diuji kembali

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, hukum halal yang berlaku saat ini dapat

¢ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya llmiah, (Jakarta: kencana, 2011, Cet. Pertama), h. 140.

7 Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, Vol.2,
No.2, (Desember 2019), h.72.

8 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2013), h. 110.
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terus diperbarui tanpa meninggalkan dasar ajaran Islam, memastikan bahwa umat Muslim tetap
dapat menjaga kehalalan dalam setiap aspek kehidupan mereka.

B. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Nasakh
Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian nasakh. Beberapa
ulama mendefinisikan zasakh sebagai pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu, yaitu
hukum yang sebelumnya berlaku dihapuskan oleh hukum yang lebih baru. Sebagian ulama lainnya
mengartikan nasakh sebagai berakhirnya masa berlaku perintah atau hukum tertentu, yang berarti
hukum tersebut tidak lagi mengikat. Meskipun ada perbedaan dalam definisi ini, kesimpulannya
adalah bahwa hukum yang dinasakhkan tidak berlaku lagi, dan hukum yang baru menggantikannya.
Dalam konteks sertifikasi halal, perbedaan ini menjadi penting karena mempengaruhi cara kita
melihat hukum halal yang berlaku saat ini, apakah tetap berdasarkan hukum yang ada sejak dahulu
ataukah harus ada pembaruan dalam penetapan status halal suatu produk.’
1. Nasakh sebagai Pencabutan Hukum Terdahulu
Beberapa ulama mendefinisikan nasakh sebagai pencabutan hukum yang sudah ada
sebelumnya. Dalam pandangan ini, nasakh berfungsi untuk menghapus atau menggantikan
hukum lama dengan hukum yang baru yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan umat
atau kondisi tertentu. Pendapat ini mengacu pada fakta bahwa dalam sejarah hukum Islam,
beberapa aturan yang awalnya ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat diubah atau
digantikan dengan hukum yang lebih relevan seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya,
ada ayat-ayat yang awalnya diturunkan mengenai larangan tertentu yang kemudian diubah
atau digantikan dengan aturan yang lebih baik, sesuai dengan kemaslahatan umat. Dengan
demikian, nasakh dalam pengertian ini lebih menekankan pada proses pencabutan atau
penggantian hukum."’
2. Nasakh sebagai Berakhirnya Masa Berlaku Hukum
Sementara itu, sebagian ulama lain memandang nasakh bukan sebagai pencabutan
hukum secara langsung, melainkan sebagai berakhirnya masa berlaku hukum atau perintah
sebelumnya. Menurut pandangan ini, hukum atau perintah yang diturunkan sebelumnya tidak
dihapuskan secara mutlak, tetapi masa berlakunya sudah selesai atau tidak lagi relevan. Hal
ini berkaitan dengan prinsip bahwa hukum Islam dapat berubah berdasarkan konteks atau
kebutuhan umat, sehingga ada waktu tertentu di mana hukum tersebut tidak lagi berlaku.
Sebagai contoh, beberapa perintah yang berlaku pada masa awal Islam mungkin sudah tidak
dibutuhkan lagi seiring dengan perubahan kondisi sosial atau politik. Oleh karena itu,
pandangan ini lebih menekankan pada perubahan konteks dan waktu yang menyebabkan
hukum tidak berlaku lagi, daripada penghapusan hukum tersebut secara langsung.
3. Persamaan dan Perbedaan dalam Pandangan Ulama
Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi nasakh, baik sebagai pencabutan hukum
maupun berakhirnya masa berlaku hukum, tujuan keduanya tetap sama, yakni untuk menjaga
kesejahteraan umat melalui penyesuaian hukum dengan kondisi yang ada. Baik dalam
pandangan yang mengartikan nasakh sebagai pencabutan maupun yang menganggapnya
sebagai berakhirnya masa berlaku, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa hukum

9 Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan
Bersertifikat Halal, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.18, No.2, (Desember 2016), h.216.
10 Azim al-Zarqani, Manabil al-Irfan fi al-Ulsim al-Qur" an, Jilid 1T (Mesir: AlHalabiy, 1980), h. 254.
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Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi umat. Perbedaan ini muncul karena adanya
perbedaan penekanan dalam memahami proses perubahan hukum, tetapi kedua pandangan
tersebut berkontribusi pada fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian
terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, meskipun ada
perbedaan dalam definisi, esensi dari nasakh tetap mengarah pada tujuan yang sama, yakni
kemaslahatan umat."
C. Implikasi Nasikh Mansukh dalam Sertifikasi Halal
Dalam konteks sertifikasi halal, nasikh mansukh berimplikasi pada pembaruan aturan-aturan
yang terkait dengan kehalalan suatu produk atau jasa. Seiring dengan perkembangan zaman dan
teknologi, banyak produk yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti makanan
olahan dan bahan kimia, yang memerlukan penilaian ulang mengenai status kehalalannya. Konsep
nasikh mansukh memungkinkan perubahan atau penyesuaian hukum halal berdasarkan temuan
ilmiah dan kemajuan teknologi. Misalnya, penemuan bahan-bahan baru yang digunakan dalam
produksi makanan atau obat-obatan yang tidak ditemukan di masa lalu, sehingga diperlukan fatwa
baru yang sesuai dengan kondisi kekinian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat
beradaptasi dan tetap relevan dalam konteks yang berubah-ubah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
dasar syariat."
1. Perubahan Hukum Halal dalam Produk Modern
Nasikh mansukh berimplikasi besar terhadap penentuan status halal produk baru,
terutama produk-produk yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Produk-
produk modern, seperti makanan olahan, obat-obatan, kosmetik, dan bahan-bahan kimiawi,
memiliki komponen atau proses yang tidak ada pada zaman dahulu. Dengan menggunakan
konsep nasikh mansukh, hukum yang berlaku pada masa Nabi dapat dipertimbangkan
kembali untuk menilai kehalalan produk-produk tersebut. Hukum-hukum yang sebelumnya
berlaku, yang mungkin hanya mengatur bahan-bahan tertentu atau metode produksi yang
dikenal pada saat itu, bisa jadi tidak mencakup produk baru tersebut. Oleh karena itu, hukum
halal yang diterapkan saat ini harus mengakomodasi perubahan ini dengan mengeluarkan
fatwa baru yang menyesuaikan dengan kondisi dan pengetahuan yang ada sekarang."”
2. Penyesuaian Hukum Halal Berdasarkan Temuan Ilmiah
Kemajuan ilmiah dan teknologi juga berperan penting dalam penyesuaian hukum halal
terthadap produk baru. Dalam beberapa kasus, penelitian ilmiah tentang bahan-bahan
tertentu atau proses produksi yang digunakan dalam industri modern dapat mempengaruhi
keputusan mengenai status halal. Misalnya, dengan penemuan baru dalam bidang
bioteknologi, bahan makanan yang sebelumnya diragukan status halalnya, seperti enzim atau
bahan aditif, bisa jadi mendapat penjelasan ilmiah yang mendukung atau membantah
kehalalannya. Dalam konteks ini, konsep nasikh mansukh memungkinkan perubahan atau
pembaruan hukum halal sesuai dengan temuan ilmiah terbaru, memastikan bahwa hukum
yang diterapkan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang
mendukung kemaslahatan umat."

3. Pembaruan Fatwa dan Keputusan Halal

"W Ibn Katsir, Tafsir al-Qur' an al-Adzim, Jilid 11 (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 245.

12 Supiana dan M. Karman, Ulum al-Qur'an (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), h.160.

13 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013) h. 469

4 Azmi Siradjuddin, Regulasi Makanan Halal Di Indonesia, (' Tapis Vol. X111, No.01 Januari-Juni 2013) h.113-114
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Pembaruan fatwa dan keputusan halal dilakukan dengan mempertimbangkan
kemaslahatan umat serta perkembangan zaman. Fatwa-fatwa baru diterbitkan untuk
memberikan pedoman hukum yang lebih relevan bagi umat Muslim, terutama dalam
menghadapi produk-produk baru yang tidak ada pada masa Nabi. Proses ini mencerminkan
fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, dengan memastikan bahwa
produk yang digunakan oleh umat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keputusan-
keputusan halal yang dikeluarkan oleh otoritas yang berkompeten, seperti lembaga sertifikasi
halal, akan mempertimbangkan tidak hanya aspek religius, tetapi juga aspek ilmiah dan sosial
yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umat. Pembaruan ini menunjukkan bagaimana
hukum halal dapat diperbaharui sesuai dengan prinsip nasikh mansukh, demi menjaga
kesejahteraan umat Muslim dalam konteks zaman yang terus berkembang."

D. Peran Sertifikasi Halal dalam Menjamin Kemaslahatan Umat

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memastikan produk yang beredar
memenuhi syarat &ebalalan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memberikan kepastian kepada umat
Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan syariat. Dalam konteks
ini, konsep nasikh mansukh berfungsi untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum halal
berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, produk-produk
modern yang menggunakan bahan atau metode produksi baru perlu dikaji ulang untuk memastikan
kehalalannya, sehingga umat Islam dapat tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa melanggar
aturan agama. °

Dengan pendekatan yang berfokus pada maslabah (kemaslahatan), hukum halal dapat diubah
atau diperbarui agar lebih relevan dan bermanfaat bagi umat Islam. Misalnya, penggunaan bahan
aditif atau enzim tertentu yang sebelumnya dianggap tidak jelas statusnya dapat ditinjau ulang
berdasarkan penelitian ilmiah terkini. Proses ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam
menjaga kebutuhan umat sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga
menunjukkan pentingnya sertfikasi halal dalam menjaga harmoni antara hukum agama dan
kebutuhan masyarakat modern.

Lembaga sertifikasi halal seperti MUIL (Majelis Ulama Indonesia) memiliki tanggung jawab besar
untuk terus meninjau produk-produk baru yang beredar di pasaran. Peninjauan ini tidak hanya
bertujuan memastikan &ehalalan produk, tetapi juga memastikan produk tersebut membawa
manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian,
sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga tentang memberikan
jaminan bahwa produk tersebut aman, sehat, dan mendukung kehidupan umat Muslim secara
menyeluruh.

1. Fungsi Sertifikasi Halal dalam Memastikan Kemaslahatan

Sertifikasi halal berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang dipasarkan
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberi manfaat bagi umat. Fungsi utama dari
sertifikasi halal adalah untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau
digunakan oleh umat Muslim tidak mengandung unsur yang haram, baik dari segi bahan baku
maupun proses produksinya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an, seperti
yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2:168) yang berbunyi:

s 32 aT40) 8 Ui e sl ) V5 G VYA (a1 8 G 1 B G g
Terjemahnya:

15> Ahmad Miru, Prinsip-prisnip Perlindungan Hukunm bagi Konsumen Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011 ), h. 1.
16 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009), h.201
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"Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah
kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang
nyata bagimu.""”

Dengan adanya sertifikasi halal, umat Muslim bisa lebih tenang dan yakin bahwa
produk yang mereka konsumsi atau gunakan tidak hanya aman bagi kesehatan, tetapi juga
sesuai dengan ajaran agama, sehingga memberikan kemaslahatan dalam kehidupan mereka.

. Implementasi Kemaslahatan dalam Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal menjaga kemaslahatan umat dengan mengadaptasi hukum halal
sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Produk baru yang muncul di pasaran,
seperti makanan olahan, obat-obatan, atau kosmetik, memerlukan evaluasi menyeluruh untuk
memastikan kehalalannya. Dalam proses sertifikasi, bahan-bahan dan metode produksi yang
digunakan diperiksa secara rinci untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak
mengandung bahan haram, seperti alkohol, babi, atau zat-zat yang tidak sesuai dengan hukum
Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip nasikh mansukh yang memungkinkan hukum Islam
disesuaikan dengan keadaan zaman, tanpa mengabaikan tujuan kemaslahatan umat.'

Sebagai contoh, dalam industri kosmetik modern, beberapa produk mungkin
mengandung bahan seperti gliserin yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Melalui proses
sertifikasi halal, bahan tersebut akan dianalisis untuk memastikan apakah sumbernya halal,
sechingga umat Muslim dapat menggunakan produk tersebut tanpa keraguan. Dengan
demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjaga aspek religius, tetapi juga aspek sosial dan
kesehatan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan
umat.

. Hubungan Sertifikasi Halal dengan Kepentingan Masyarakat Modern

Sertifikasi halal memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat modern akan
produk yang aman dan sesuai dengan syariat. Masyarakat modern semakin sadar akan
pentingnya konsumsi produk yang tidak hanya baik dari segi kualitas, tetapi juga sesuai
dengan nilai-nilai agama mereka. Sertifikasi halal menjawab tantangan ini dengan
memberikan kepastian bahwa produk yang dijual di pasar memenuhi standar syariah. Ini
sangat relevan dalam konteks masyarakat Muslim di era globalisasi, di mana berbagai produk
dari berbagai belahan dunia masuk ke pasar."”

Sebagai contoh, produk makanan siap saji atau fast food yang mendunia, seperti
McDonald's, memiliki sertifikasi halal untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan
sesuai dengan hukum Islam. Hal ini membantu umat Muslim untuk tetap dapat menikmati
produk tersebut tanpa khawatir tentang kehalalannya. Dalam Surah Al-Maidah (5:5), Allah
berfirman:

mjﬂs\wuw\j FIRNURRFN N \H\um\euaj uuu\essdgwm
dGlshais AY 5 Gpadid e UMUA)P\UA ‘”\; \q\eﬁ.\su‘xu\_&l\ \).1}\ u.d\u,qu.\ma.d\}
O shosll b T8 ) il 0505 il 5 1503

Terjemahnya:
" Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi

kitab adalah halal bagi kamu, dan makananmu adalah halal bagi mereka."*

17 Kementerian Agama RI, ALQur'an Al-Karim dan Terjemabnya (Surabaya: Halim, 2013), h. 112

18 Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Kaidah-Kaidah Hukun Islam dalam Kemaslahatan Manusia, (Bandung Nusa Media, 2011), h 470
19 F M Nashshar, Antara Halal Dan Haram,(Bandung : Angkasa 2013), h. 10

20 Kementerian Agama R, A-Qur'an Al-Karim dan Terjemabnya (Surabaya: Halim, 2013), h. 223.
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Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kehalalan dalam konsumsi makanan,
sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa umat Muslim
dapat hidup sesuai dengan syariat dalam kehidupan modern yang penuh dengan pilihan
produk global.

E. Contoh Nasikh Mansukh dalam Al-Qur’an dan Hadis

Terdapat banyak contoh nasikh mansukh yang tercatat dalam Al-Qur'an dan hadis yang
menunjukkan perubahan atau penyesuaian hukum dari waktu ke waktu. Salah satu contoh yang
paling terkenal adalah perubahan kiblat, di mana awalnya umat Islam diperintahkan untuk
menghadap ke Yerusalem, namun kemudian diubah untuk menghadap ke Masjidil Haram di
Makkah.”" Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 144,

1515 £ L in g aloall aaiall St a5 (58 Wl 75 T8 GG 58 oLl 3 Slgd 5 il (5 53 38
Orslas U il 05 3 2l Goe Gl 400 & sl Qi 150 Gl 815 6 65k a0 45
Terjemahnya:

" Sungguh, kami melihat mukamu menoleh ke langit, maka Kami akan
memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah
Masjidil Haram, dan di mana pun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke
arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani)
mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah sekali-kali tidak
lalai terhadap apa yang mereka kerjakan."*

Perubahan ini menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi umat Islam pada saat itu. Dalam konteks sertifikasi halal, peralihan hukum mengenai
jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan, seperti larangan konsumsi alkohol yang diajarkan
bertahap dalam Al-Qut'an, juga menjadi contoh bagaimana hukum Islam disesuaikan dengan
keadaan umat. Hal ini mengajarkan bahwa hukum halal pun harus dievaluasi dan disesuaikan
dengan perkembangan zaman.”

Contoh nasikh mansukh dalam perubahan kiblat dan larangan alkohol relevan dengan
konsep perubahan hukum halal dalam sertifikasi produk modern. Seperti halnya perubahan kiblat
yang disesuaikan dengan kebutuhan umat pada waktu itu, hukum halal juga dapat berubah atau
disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam hal ini,
sertifikasi halal memainkan peran penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar di
masyarakat tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan penemuan-
penemuan ilmiah terkini. Misalnya, produk yang mengandung bahan baru atau menggunakan
teknologi baru, seperti makanan yang diproses dengan enzim yang tidak diketahui sebelumnya,
dapat dipertimbangkan ulang dengan menggunakan prinsip nasikh mansukh untuk menentukan
kehalalannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum halal bisa diperbaharui melalui fatwa-fatwa
baru, seperti nasikh mansukh yang menggantikan hukum sebelumnya dengan yang lebih tepat dan
sesuai dengan kebutuhan umat Islam masa kini. Sebagaimana perubahan kiblat yang menyesuaikan
umat Islam dengan kondisi mereka, hukum halal pun dapat disesuaikan untuk menjaga
kemaslahatan umat dalam konteks produk-produk yang belum ada pada zaman Nabi.**

2 Sopan, Sertifikatsi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terbadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik, (Jakarta:
GP perss, 2013), h. 13

22 Kementerian Agama R1, A-Qur'an Al-Karin dan Terjemabnya (Surabaya: Halim, 2013), h. 91

2 Subagyo, Buku Sederbana Memabami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen (Surabaya: 2010) h. 1

24 Muhammad, Etika Perlidungan Konsumen dan Ekonomi Islam, (Y ogyakarta : BPFE, 2004) h 128
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Kesimpulan

Konsep nasikh mansukh dalam hukum Islam mencakup pengertian perubahan atau pencabutan
hukum yang terdahulu untuk menjaga relevansi dan kemaslahatan umat. Terdapat perbedaan pendapat
di kalangan ulama mengenai definisi nasakh, apakah itu sebagai pencabutan hukum lama atau
berakhirnya masa berlakunya hukum, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu menghapuskan hukum
yang tidak lagi relevan. Dalam konteks sertifikasi halal, #asikh mansukh berimplikasi pada penyesuaian
hukum halal terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dengan memastikan bahwa
produk yang beredar sesuai dengan prinsip syariat. Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam
menjamin kemaslahatan umat, dengan menyesuaikan aturan untuk kepentingan masyarakat modern,
serta memberikan contoh nyata dalam Al-Qur’an dan hadis, seperti perubahan kiblat dan larangan
alkohol, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam.
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